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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Kebijakan desentralisasi yang selanjutnya lebih dikenal dengan kebijakan 

otonomi daerah terbentuk karena melihat perkembangan kondisi dalam negeri yang 

menunjukkan keinginan dari rakyat akan keterbukaan informasi publik dan 

kemandirian daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Selain itu kondisi 

dunia secara global pun mengidentifikasi semakin kuatnya arus globalisasi yang 

tentunya menuntut adanya daya saing yang kuat dari tiap negara. Upaya penguatan 

daya saing negara secara umum dapat dicapai bila pemerintah daerahnya memiliki 

kemampuan yang baik dalam mengembangkan potensi yang ada di daerahnya 

sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah. 

Maka dari itu tujuan program otonomi daerah sendiri mempercepat pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap 

kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.  

Semenjak adanya otonomi daerah, pemerintah daerah sekarang sudah lebih 

berhak dalam membuat kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi 

daerahnya sendiri. Peningkatan hak dalam pengolahan roda pemerintahan daerah 

ini tentunya harus diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab pemerintah 

daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahanya. Peningkatan tanggung jawab 

disini diantaranya adalah upaya pemerintah daerah meningkatkan kemandirian 

pemerintah daerah dalam membiayai program yang dijalankannya. Karena 

peningkatan kemandirian daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi 

daerah yang pada akhimya akan mendorong pembangunan daerah yang semakin 

baik. 

Kemandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi 

daerah karena tentunya pemerintah pusat menyadari karena yang paling mengetahui 

kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan 

yang ada sampai kesumber-sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah 
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daerah tersebut. Keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan 

pendapatannya akan berimplikasi pada peningkatan kemampuan daerah dalam 

membiayai kebutuhan belanja daerah.  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh 

daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD 

merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan 

melaksanakan ekonomi diukur dari besamya kontribusi yang diberikan oleh PAD 

terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), semakin besar 

kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap APBD berarti semakin kecil 

ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. 

Komponen pendapatan daerah selain PAD menurut UU No. 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

Pasal 10 yang menyatakan bahwa sumber pembiayaan pembangunan daerah bukan 

hanya PAD, namun ada transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana 

perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang disalurkan ke daerah untuk 

memenuhi kebutuhan belanja daerah. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi 

Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). UU 

No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan bahwa DBH 

adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah 

penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi 

ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. DBH 

bersumber dari pajak dan sumber daya alam. 

Komponen dana perimbangan selain DBH adalah Dana Alokasi Khusus 

(DAK). DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk 

membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas 

nasional dan membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Kuncoro 

(2014) menyebutkan kebutuhan khusus yang dimaksud dalam DAK adalah: 

kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil dan tidak memiliki akses 
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memadai ke daerah lain; kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang 

menampung transmigrasi; kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di 

daerah pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai prasaranan dan sarana yang 

memadai; dan kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi 

dampak kerusakan lingkungan. 

Belanja daerah yang merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah 

dalam satu tahun anggaran ini berisikan biaya yang harus dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah dalam melaksanakan program kerja pemerintah. Komposisi 

belanja daerah ini juga harus diperhatikan sebaik mungkin dalam menunjang 

kebutuhan fasilitas publik agar dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja 

pemerintah daerah. Apabila kepercayaan publik ini meningkat, maka tentunya 

dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak daerah yang 

merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Sehingga untuk 

meningkatkan pelayanan publik ini alokasi belanja daerah harus mengalami 

perubahan, bila sebelumnya lebih banyak digunakan dalam pos belanja aparatur, 

maka jika ingin meningkatkan pelayanan publik haruslah lebih memprioritaskan 

alokasi belanja modal. Belanja modal merupakan komponen belanja yang sangat 

penting bagi pemerintah daerah guna  meningkatkan sarana dan prasarana untuk 

pelayanan publik dan memperlancar kegiatan perekonomian di suatu daerah. 

PAD, DBH dan DAK merupakan sumber-sumber pendapatan daerah yang 

digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran kepentingan 

daerah termasuk belanja modal. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengeloaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa belanja modal merupakan 

klasifikasi dari belanja daerah, dimana sumber-sumber yang mempengaruhi belanja 

modal adalah besar kecilnya pendapatan daerah yang diterima.  Abdullah (2012) 

juga menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi belanja modal yaitu 

faktor keuangan yang salah satunya bersumber dari pendapatan. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh PAD, DBH dan DAK terhadap 

belanja modal. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memberi judul penelitian 

ini “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan 
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Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah 

Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja 

modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan? 

2. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal pada 

Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan? 

3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusu (DAK) terhadap belanja modal 

pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan? 

4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil 

(DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan terhadap belanja 

modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan? 

1.3. Batasan Masalah 

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini 

terfokus dan tidak meluas. Penelitian ini hanya membahas mengenai Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 

belanja modal. Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama 5 tahun 

yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Objek penelitian ini dilakukan 

pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 

17 kabupaten dan kota. Untuk menganalisis statistik menggunakan alat bantu 

program yaitu Economic Views (Eviews) 9. 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitan 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah: 



5 
 

 
 

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

belanja modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera 

Selatan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja 

modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus  (DAK) terhadap belanja 

modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi 

Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)  secara simultan terhadap 

belanja modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera 

Selatan. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan 

manfaat bagi semua pihak diantaranya: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

penulis berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil 

(DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada 

Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi 

Khusus (DAK)  pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera 

Selatan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai masukan bagi 

Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam 

melaksanakan kebijakan pembangunan kedepannya. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan guna 

penelitian selanjutnya. 

 


